SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/220-KUM /2025

TENTANG
PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka melaksanakan Pendidikan Politik
yang dilaksanakan oleh Partai Politik untuk penguatan
kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan
politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat luas,
dipandang perlu menetapkan Besaran Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tanah
Laut;

b. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik, bantuan keuangan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten yang
mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanah Laut Nomor 853 Tahun 2024 tentang
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024 terdapat 9 (sembilan) Partai Politik yang
memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanah Laut;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang
Memperoleh Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Tanah Laut Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah



Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43355);
.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-



10.

11.

12.

13.

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5351);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 6438);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 62);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 60);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut
Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025,
dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU diberikan kepada Partai Politik berdasarkan jumlah
perolehan suara sah dari Partai Politik yang memperoleh
kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah
Laut hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dikali dengan nilai
bantuan persuara sah.

Nilai bantuan persuara sah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA adalah sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu
rupiah).

Partai Politik penerima bantuan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib memenuhi
persyaratan Administrasi dan wajib membuat dan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan
dana tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, Program



KEENAM

Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta
Budaya Politik, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik, Sub Kegiatan Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah, Nomor DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.
0000/001/2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 6 Januari 2025
Pj. BUPATI TANAH LAUT,
Ttd

SYAMSIR RAHMAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/220-KUM/2025
TANGGAL : 6 Januari 2025

DAFTAR PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAN BESARAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

NILAI
A NAMA SRS PER JUMLAH
PARTAI POLITIK e | SUARA SUARA (Rp)
san | SAH (Rp)
1 | GERINDRA 7 32.957 | 12.000 395.484.000
2 | PDIPERJUANGAN | 6 30.325| 12.000 363.900.000
3 | GOLKAR 5 31.961| 12.000 383.532.000
4 |PAN 4 24.365| 12.000 292.380.000
5 |NASDEM 4 19.442 | 12.000 233.304.000
6 | DEMOKRAT 3 14.856 | 12.000 178.272.000
7 | PKB 3 14.412| 12.000 172.944.000
8 |PKS 2 9.525| 12.000 114.300.000
9 |PppP 1 8.559 | 12.000 102.708.000
JUMLAH 35 |186.402| 12.000 | 2.236.824.000

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN




